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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1   Desain Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 
kuantitatif dengan pendekatan survey. Pada penelitian ini juga dilakukan 
pengujian hipotesis (Hyphothesis testing) dimaksudkan untuk menjelaskan macam 
hubungan tertentu, pengaruh, menetapkan perbedaan kelompok atau independensi 
dari peranan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Sumber Daya 
Manusia (SDM), Karakteristik Pemerintah Daerah, dan pemanfaatan Teknologi 
Informasi  terhadap kinerja pemerintah Kota Pekanbaru. 
Menurut Sekaran (2006), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan 
sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau 
independensi dua variabel atau lebih. 
 
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru karena peneliti 
menginginkan hasil penelitian bisa di generalisasi untuk daerah Kota Pekanbaru. 
Waktu penelitian diperkirakan lebih kurang dari 2 bulan. 
 
3.3   Populasi dan Sampel 
3.3.1   Populasi 
Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin 
peneliti  investigasi  Sekaran (2006).  Menurut Cooper (2009)   populasi adalah 
total kumpulan elemen atau unsur yang kita harapkan membuat kesimpulan. 
Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pimpinan dan pegawai bagian 
keuangan yang terdapat di seluruh OPD Kota Pekanbaru yaitu  pegawai bagian 
 
 
37 
keuangan di 43 OPD termasuk didalamnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat, Dinas-dinas, Badan-badan, dan Kecamatan. Bagian Keuangan OPD 
Kota Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam mendorong 
terwujudnya efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas yang tinggi pada pengelolan 
keuangan dan kekayaan Kota Pekanbaru  melalui penyelenggaraan akuntansi dan 
pelaporan keuangan yang baik, serta berperan dalam melakukan pengawasan 
pengelolaan keuangan Kota Pekanbaru. Masing-masing instansi terdiri dari 
Pimpinan 1 orang, Kepala Seksi merangkap PPTK 4-5 orang, bagian anggaran/ 
akuntansi 1 orang, sekcam 1 orang, bendahara 1-2 orang, maka Populasi dalam 
penelitian ini disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 3.1 Populasi 
No OPD Populasi 
1 SEKRETARIAT DAERAH 9 
2 SEKRETARIAT DPRD 9 
3 INSPEKTORAT 9 
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 8 
5 BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAM MODAL 9 
6 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 
PERTANIAN  
8 
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PEMADAM 
KEBAKARAN  
8 
8 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 9 
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  8 
10 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 9 
11 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  9 
12 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MASYARAKAT DAN 
KELUARGA BERENCANA 
8 
13 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 8 
14 DINAS KESEHATAN 9 
15 DINAS PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  9 
16 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 9 
17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 
18 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 8 
19 DINAS PASAR 8 
20 DINAS PENDIDIKAN   9 
21 DINAS TENAGA KERJA 8 
22 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 8 
23 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN  8 
24 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  8 
25 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  8 
26 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  8 
27 DINAS PERTANIAN 8 
28 DINAS SOSIAL PEMAKAMAN 8 
29 DINAS PENDAPATAN DAERAH 9 
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30 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8 
31 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9 
32 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  8 
33 KECAMATAN  PEKANBARU KOTA  7 
34 KECAMATAN RUMBAI 8 
35 KECAMATAN  PAYUNG SEKAKI 8 
36 KECAMATAN  SUKAJADI  7 
37 KECAMATAN RUMBAI PESISIR 8 
38 KECAMATAN SENAPELAN  7 
39 KECAMATAN TAMPAN  8 
40 KECAMATAN SAIL  7 
41 KECAMATAN TENAYAN RAYA 8 
42 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI  8 
43 KECAMATAN LIMA PULUH 7 
Jumlah 353 
Sumber : Pekanbaru.go.id - Departemen dan Lembaga 
 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih 
dari populasi (Sekaran, 2006). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut.  Dan sampel pada penelitian ini adalah para 
esselon II dan esselon IV dibagian penggunaan anggaran disetiap OPD Kota 
Pekanbaru.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  purposive sampling 
yaitu metode pengambilan sampel yang memiliki tujuan tertentu dan mampu 
memberikan informasi yang diinginkan (Sekaran, 2006).  
Berdasarkan  teknik  Purposive sampling,  maka sampel  dalam penelitian 
ini dipilih dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 
1. Kepala Dinas/ Instansi/ Badan atau setara esseon II  
2. PPTK atau setara esselon IV dari Seksi Sarana dan Prasarana 
3. Bendahara pengeluaran atau setara esselon IV 
Pengambilan sampel yang terpilih berjumlah 129 orang yaitu Kepala 
Dinas, Badan, Camat, PPTK dalam penyediaan barang dan jasa  yang memiliki 
jabatan struktural, dan Bendahara pengeluaran di 43 OPD Kota Pekanbaru, karena 
dalam analisis regresi berganda ukuran sampel hendaknya   minimal  sepuluh   
kali   variabel   dalam penelitian  (Sekaran, 2006).  
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Adapun  sampel  yang  memenuhi  kriteria-kriteria  dalam  penelitian ini 
disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 3.2 Sampel 
No OPD Sampel 
1 SEKRETARIAT DAERAH   3 
2 SEKRETARIAT DPRD 3 
3 INSPEKTORAT 3 
4 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3 
5 BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAM MODAL 3 
6 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN 
PERTANIAN  
3 
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA PEMADAM 
KEBAKARAN  
3 
8 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 3 
9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  3 
10 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3 
11 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  3 
12 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MASYARAKAT DAN 
KELUARGA BERENCANA 
3 
13 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 3 
14 DINAS KESEHATAN 3 
15 DINAS PERIDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  3 
16 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 
17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 
18 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 3 
19 DINAS PASAR 3 
20 DINAS PENDIDIKAN   3 
21 DINAS TENAGA KERJA 3 
22 DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA 3 
23 DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN  3 
24 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  3 
25 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR  3 
26 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  3 
27 DINAS PERTANIAN 3 
28 DINAS SOSIAL PEMAKAMAN 3 
29 DINAS PENDAPATAN DAERAH 3 
30 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 
31 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 
32 KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  3 
33 KECAMATAN  PEKANBARU KOTA  3 
34 KECAMATAN RUMBAI 3 
35 KECAMATAN  PAYUNG SEKAKI 3 
36 KECAMATAN  SUKAJADI  3 
37 KECAMATAN RUMBAI PESISIR 3 
38 KECAMATAN SENAPELAN  3 
39 KECAMATAN TAMPAN  3 
40 KECAMATAN SAIL  3 
41 KECAMATAN TENAYAN RAYA 3 
42 KECAMATAN MARPOYAN DAMAI  3 
43 KECAMATAN LIMA PULUH 3 
Jumlah   129 
 
Sumber : Pekanbaru.go.id - Departemen dan Lembaga 
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3.4  Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek, dimana data 
tersebut diperoleh secara langsung dari responden itu sendiri, serta data tersebut 
dikumpulkan dan diperoleh dengan cara mendatangi langsung responden dengan 
menggunakan metode survey. 
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana 
data-data tersebut diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli yang 
berdasarkan hasil kuisoner yang diberikan oleh peneliti. Dan data sekunder 
diperoleh dari referensi-referensi dari buku, internet ataupun data instansi terkait. 
 
3.5  Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data diperoleh dengan membuat daftar pertanyaan 
(kuisoner) yang berisi daftar pertanyaan terstruktur. Setiap responden akan 
diminta memilih salah satu jawaban dalam kuesioner yang sesuai dengan 
persepsinya di antara alternatif  jawaban yang ada.  Hal ini tentunya akan lebih 
memudahkan responden dalam memberikan jawaban dan juga membutuhkan 
waktu yang lebih singkat. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mendatangi 
dan membagi kuisoner secara langsung ke OPD di Kota Pekanbaru, menunggu 
kuisoner tersebut diisi dengan memberikan waktu kepada Kepala Bidang, 
Sekretaris, dan Bendahara bagian keuangan sekitar 30 menit untuk mengisi 
kuisioner.  Jika   banyak   pegawai  keuangan  tidak  berada  ditempat  saat 
pemberian   kuisoner  maka  peneliti  akan  menitipkan  kuisioner  di  bagian 
sekretariat, jika kuisioner sudah terkumpul maka kuisioner akan dijemput 
langsung  oleh  peneliti. 
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Selama menunggu kuisioner terkumpul peneliti akan memantau kuisioner 
dengan cara meminta nomor bagian sekretariat dan menanyakan kuisioner dalam 
jangka waktu tiga hari sekali. Untuk mengantisipasi rendahnya respon rate 
peneliti melakukan langkah-langkah berikut ini: 
1. Dalam kuisoner disampaikan peneliti memberikan kebebasan untuk 
mengisi identitas maupun tidak mengisi dalam hal ini mencakup nama 
responden tersebut. 
2. Memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan oleh 
responden. 
 
3.6 Pengukuran Variabel dan Definisi Operasional Variabel  
Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang 
mempunyai nilai yang dapat berbeda/ berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam 
waktu yang lain untuk objek/ orang yang sama atau dapat juga berbeda pada 
waktu yang sama untuk orang/ objek yang berbeda.  
Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen 
dan variable dependen.  Adapun pengukuran dan definisi masing-masing variabel 
dijelaskan sebagai berikut : 
a. Variabel Independen 
Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 
variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif, (Sekaran, 2006).  
Menurut Sugiyono (2006) variabel independen sering disebut variabel 
bebas yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 
perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah  :  
 
 
42 
1. Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1) 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah serangkaian 
prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, 
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
Variabel  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Pemerintah Daerah diukur 
dengan  10  butir  pernyataan  dengan  3  indikator. Sri Rahayu, Kadek 
Desianawati, Syifa Nurillah (2014), dan  Nordiawan (2010)  yaitu  : 1. 
Pencatatan, 2. Penggolongan, 3. Pelaporan Keuangan.  Kuesioner yang 
digunakan untuk mengukur variabel independen adalah kuesioner yang 
dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan 
dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala 
Likert dengan menggunakan kuesioner terdiri dari 10 pernyataan yaitu 
skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), 
skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). 
Skala 1 mencerminkan jawaban responden yang menilai Sistem 
Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah sangat jelek. Skala 5 
mencerminkan jawaban responden yang menilai Sistem Akuntansi 
Keuangan Pemerintah Daerah sangat baik. 
2. Sumber Daya Manusia (X2) 
Sumber daya manusia dalam hal ini adalah semua manusia yang 
terlibat dalam pembuatan laporan keuangan daerah. Agar kinerja 
intansi pemerintah daerah menjadi baik,  maka Sumber Daya Manusia 
harus baik yang memiliki Kompetensi/ kemampuan, dan tanggung 
jawab/ komitmen. Syifa Nurillah, Kadek Desianawati, Putri Wulandari 
(2014), Mertyani Saridewi (2015), Celviana,Widodo (2001).  
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 Variabel SDM diukur dengan  10  butir  pernyataan  dengan  2  
indikator yaitu  : 1. Kompetensi/ kemampuan, 2. Tanggung jawab.  
Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen 
adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti-peneliti sebelumnya 
yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel ini 
menggunakan skala Likert dengan menggunakan kuesioner terdiri dari 
10 pernyataan yaitu skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), 
skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = 
Sangat Tidak Setuju). Skala 1 mencerminkan jawaban responden yang 
menilai Sumber Daya Manusia  sangat jelek. Skala 5 mencerminkan 
jawaban responden yang menilai Sumber Daya Manusia  sangat baik. 
3. Karakteristik Pemerintah Daerah (X3) 
Karakteristik pemerintah daerah  adalah ciri-ciri khusus; mempunyai 
sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang 
membedakan sesuatu (orang) dengan sesuatu yang lain. (Poerwa 
Darminta, 2006) 
Karakteristik pemerintah daerah dalam hal ini terdiri dari ukuran (size) 
pemerintah daerah, kemakmuran (wealth) pemerintah daerah, ukuran 
(size) legislatif, leverage, dan intergovernmental Revenue yang telah 
dipakai oleh peneliti terdahulu. Kusuma Wardani (2012), Hendro 
Sumarjo (2010) 
Variabel karakteristik pemerintah daerah diukur dengan  10  butir  
pernyataan  dengan  5  indikator yaitu  : 1. Ukuran pemerintah daerah, 
2. Kemakmuran pemerintah daerah, 3. Ukuran legislatif, 4. Hutang 
pemerintah daerah (Leverage), 5. Alokasi dana dari pusat 
(intergovernmental Revenue). Kuesioner yang digunakan untuk 
mengukur variabel independen adalah kuesioner yang dikembangkan 
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dari peneliti-peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan variabel 
ini. Untuk mengukur variabel ini menggunakan skala Likert dengan 
menggunakan kuesioner terdiri dari 10 pernyataan yaitu skor 5 (SS = 
Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = 
Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). Skala 1 
mencerminkan jawaban responden yang menilai Karakteristik 
pemerintah daerah sangat jelek. Skala 5 mencerminkan jawaban 
responden yang menilai Karakteristik pemerintah daerah sangat baik. 
4. Teknologi Informasi (X4) 
Pemanfaatan teknologi  informasi  dalam hal  ini  mencakup  adanya : 
(a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan 
proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi 
informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan 
murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negeri ini. Hamzah (2009). 
Variabel pemanfaatan teknologi informasi diukur dengan  18  butir  
pernyataan  dengan  5  indikator yang digunakan  oleh peneliti 
terdahulu Sri Rahayu, Putri (2014), Celviana (2010), Sinollah (2009) 
yaitu  : 1. Kondisi Teknologi informasi, 2. Kontribusi teknologi 
informasi, 3. Tingkat penggunaan, 4. Pengembangan teknologi 
informasi, 5. Perluasan penggunaan teknologi informasi. Kuesioner 
yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah kuesioner 
yang dikembangkan dari peneliti - peneliti sebelumnya  yang  
berhubungan  dengan variabel  ini. Untuk mengukur variabel ini 
menggunakan skala Likert dengan  menggunakan  kuesioner  terdiri  
dari  18 pernyataan yaitu skor 5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = 
Setuju), skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = Tidak Setuju) dan skor 1 
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(STS = Sangat Tidak Setuju). Skala 1 mencerminkan jawaban 
responden menilai pemanfaatan teknologi  informasi  sangat  jelek. 
Skala 5 mencerminkan jawaban dari responden  menilai  pemanfaatan  
teknologi  informasi  sangat baik. 
 
b.  Variabel  Dependen 
Menurut Sugiyono (2006) variabel dependen sering disebut variabel 
terikat yang merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 
karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
kinerja pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru.  Kinerja instansi 
pemerintah adalah hasil kerja yang telah dicapai pegawai, baik secara kualitas 
maupun kuantitas, sesuai dengan persyaratan yang  telah ditetapkan oleh instansi 
tempatnya bekerja. Kinerja Pegawai pada penelitian ini lebih mengacu pada hasil 
kerja secara kualitas, yang telah dicapai pegawai bidang keuangan pemerintah 
daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, untuk mencapai tujuan 
instansi sesuai dengan kebijakan yang terdapat dalam instansi pemerintah daerah 
tersebut (Mangkunegara, 2005).   
 Indikator yang digunakan dalam variable ini adalah : 1. Efektifitas dan 
Efisiensi, 2. Otoritas dan Tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Inisiatif  yang digunakan 
peneliti terdahulu Fierda Pangestika (2016). Pengukuran variable menggunakan 
kuesioner terdiri dari 16 pernyataan dengan menggunakan skala Likert  yaitu  skor  
5 (SS = Sangat Setuju), skor 4 (S = Setuju),  skor 3 (N = Netral), skor 2 (TS = 
Tidak Setuju) dan skor 1 (STS = Sangat Tidak Setuju). Skala 1 mencerminkan 
jawaban responden yang menilai kinerja unit kerjanya sangat jelek terkait dengan 
pencapaian kinerja , Skala 5 mencerminkan jawaban responden yang menilai 
bahwa pencapaian kinerja unit kerjanya adalah sangat baik. 
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Selanjutnya, untuk  memudahkan  pemahaman  makna terhadap variabel-
variabel yang penulis gunakan dalam penelitian ini, maka diberikan  definisi 
operasional variabel  pada tabel berikut : 
Tabel 3.3  Definisi Operasional Variabel 
 
No Variabel Definisi Indikator Skala  
1 Dependen : 
Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
Hasil kerja yang telah dicapai 
pegawai, baik secara kualitas 
maupun kuantitas, sesuai 
dengan persyaratan yang  telah 
ditetapkan oleh instansi tempat 
bekerja. (Mangkunegara, 
2005) 
1. Efektifitas dan Efisiensi. 
2. Otoritas dan Tanggungjawab 
3. Disiplin   
4. Inisiatif. 
Ordinal 
2 Independen : 
Sistem 
Akuntansi 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 
Serangkaian prosedur mulai 
dari proses pengumpulan data, 
pencatatan, penggolongan dan 
peringakasan, atau transaksi 
dan/atau kejadian keuangan 
serta pelaporan keuangan dalam 
rangka pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD yang dapat 
dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi 
computer.  
Abdul Halim (2007) 
1. Pencatatan  
2. Penggolongan    
3. Pelaporan  Keuangan 
Ordinal 
3 Sumber Daya 
Manusia 
Kemampuan baik dalam 
tingkatan individu, organisasi 
/kelembagaan, maupun sistem 
untuk melaksanakan  fungsi 
atau kewenangannya untuk 
mencapai tujuannya secara 
efektif dan efisien (GTZ & 
USAID/CLEAN Urban, 2001). 
1. Kompetensi/ kemampuan  
2. Tanggung jawab 
Ordinal 
4 Karakteristik 
Pemerintah  
Daerah 
Merupakan ciri-ciri khusus 
yang melekat pada daerah, 
menandai sebuah daerah, dan 
membedakannya dengan 
daerah lain (Poerwadarminta, 
2006). 
 Ditandai oleh  size, wealth, 
leverage, intergovernmental 
revenue, dan jumlah anggota 
legislative. 
1. Ukuran  pemerintah 
    (Size) 
2. Kemakmuran 
    (Wealth) 
3. Ukuran Legislatif  (DPRD) 
4. Hutang pemerintah  
    (Leverage) 
5. Dana perimbangan 
    (Intergovernmental revenue) 
Ordinal 
5 Pemanfaatan 
Tekonologi 
Informasi 
Adanya  pengolahan data, 
pengolahan informasi, sistem 
manajemen dan proses kerja 
secara elektronik,  pemanfaatan 
kemajuan teknologi informasi 
agar pelayanan publik dapat 
diakses secara mudah dan 
murah oleh masyarakat di 
seluruh wilayah negeri ini. 
(Hamzah, 2009). 
1. Kondisi Teknologi Informasi 
2. Kontribusi Teknologi 
Informasi 
3. Penggunaan  
4. Pengembangan penggunaan  
5. Perluasan penggunaan  
    untuk Jejaring dengan  
    stake holders. 
Ordinal 
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3.7    Metode Analisis Data 
3.7.1  Uji Validitas Data 
Uji validatis dilakukan untuk memastikan bahwa masing-masing item 
dalam instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang ditetapkan dalam 
penelitian ini. Sebuah instrumen dikatakan valid, jika mampu mengukur apa yang 
diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat 
(Ghozali, 2005:45). Uji validitas yang digunakan adalah pearson corellation 
dengan syarat minimun suatu item dianggap valid adalah signifikan pada 0,05 
(Ghozali, 2005). 
 
3.7.2 Uji Reliabilitas Data 
Uji reliabilitas berkenaan dengan derajat kosistensi dan stabilitas data atau 
temuan. Dalam pandangan positivistie (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel 
apabila dua atau lebih peneliti dalam objek yang sama menghasilkan data yang 
sama, atau peneliti sama dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang 
sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukan data yang tidak 
berbeda. Suatu data yang reliabel atau konsisten akan terlihat valid, walaupun 
belum tentu valid (Sugiyono,2006) 
 
3.7.3 Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas Data 
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam sebuah model 
regresi, variabel independen, dependen atau keduanya mempunyai distribusi 
normal ataupun sudah mendekati normal. Menurut Sumodiningrat (2002), sebuah 
distribusi normal merupakan suatu kurva yang berbentuk lonceng yang kedua 
sisinya melebar sampai tak terhingga (kedua sisinya tidak berpotongan dengan 
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sumbu horizontal). Suatu kurva normal berbentuk simetris sekitar rerata variabel, 
serta nilai-nilainya akan diukur pada sumbu mendatar. 
Jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. Kemudian apabila datanya menyebar jauh dari garis 
diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka suatu model regresi tidak 
memenuhi normalitas (Santoso,2004). 
 
2. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 
ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 
sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data 
runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada individu atau kelompok yang 
sama pada periode berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah 
autokorelasi relatif jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda 
berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik 
adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2005). 
 
3. Uji Multikolineaeritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka uji jenis ini hanya 
diperuntukan untuk penelitian yang memiliki variabel independen lebih dari satu. 
Multikolinearitas dapat dilihat dengan menganalisis nilai VIF (Variance Inflation 
Factor). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel 
independen. (Ghozali, 2005). 
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4. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Aprilia (2008) menyebutkan heteroskedastisitas dimaksudkan 
untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi tidak terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varians 
dari residul suatu pengamatan yang lain tetap, dengan demikian disebut dengan 
heteroskedastisitas, dengan kata lain apabila terdapat heteroskedastisitas maka 
model tersebut dikatakan kurang efisien. 
Diagnosa terhadap adanya heteroskedastisitas secara kuantitatif dalam 
sebuah regresi dapat dilihat dengan ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik 
scatterplot. Menurut Aprilia (2008) dasar pengumpulan keputusan dalam 
menentukan apakah terjadinya heteroskedastisitas ataupun tidak terjadinya 
heteroskedastisitas dalam sebuah model regresi sebagai berikut: 
a. Apabila titik-titik tersebut menyebar secara tidak teratur (polanya tidak 
jelas) di atas dan di bawah angka nol dalam sumbu Y, dengan demikian 
terjadinya heteroskedastisitas. 
b. Apabila titik-titik dalam yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 
teratur (bergelombang, menyempit, kemudian menyempit) maka telah 
terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.8  Teknik Analisis Data 
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 
lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, 
analisis regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel 
Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah (X1), Sumber Daya Manusia 
(X2), Karakteristik Pemerintah Daerah (X3), dan Teknologi Informasi (X4) 
mempengaruhi kinerja pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru. Model 
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persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai 
berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +b4X4+e 
Keterangan: 
Y = Nilai estimasi kinerja pegawai 
a = Konstanta 
b1,b2, b3, b4 = Koefisien regresi 
X1 = Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 
X2 = Sumber Daya Manusia 
X3 = Karakteristik Pemerintah Daerah 
X4 = Teknologi Informasi 
e = Error 
 
3.9   Uji Hipotesis  
Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan uji hipotesa terkait ada atau 
tidaknya pengaruh 4 variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu Kinerja di 
bagian keuangan Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai berikut : 
 
a. Pengujian Hipotesis Pertama 
 Sistem akuntansi yang digunakan pada akuntansi pemerintah daerah 
adalah sistem desentralisasi  sebagai perpindahan kewenangan atau pembagian 
kekuasaan dalam perencanaan pemerintah, manajemen, dan pengambil keputusan 
dari tingkat nasional ke tingkat daerah (Bastian : 2006).  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu 
alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab. Uraian ini 
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menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak 
dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan 
semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola 
secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.  
Beberapa penelitian terdahulu tentang Sistem Akuntansi Keuangan 
Pemerintah Daerah (SAKPD), Ariessa Permata (2013) menunjukkan bahwa 
penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh   terhadap Kinerja 
Instansi Pemerintah Daerah, sejalan dengan penelitian Sri Rahayu (2014) 
membuktikan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif 
signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian 
diatas, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah : 
Ho1: Tidak terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah 
Daerah terhadap kinerja pegawai di bagian keuangan OPD Kota 
Pekanbaru  
Ha1: Terdapat pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 
terhadap kinerja pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru 
Dalam  pengujian  hipotesis pertama ini, Uji t (uji parsial) digunakan 
untuk menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual 
dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005).  Uji t digunakan 
untuk mengetahui berapa besar pengaruh secara parsial variabel independen 
terhadap variable dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat keyakinan 
95% dengan tingkat signifikansi alfa (α) sebesar 5% dan degree of freedom (df) = 
n-k. Kriteria Uji t adalah :  
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1. Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima (variabel 
independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
2. Jika t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak (variabel 
independen X tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
 
b.  Pengujian Hipotesis Kedua 
SDM merupakan human capital di dalam organisasi. Human capital 
merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seseorang yang dapat 
digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan economic rent. Human 
capital merupakan sumber inovasi dan gagasan. Karyawan dengan human capital 
tinggi lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang konsisten dan 
berkompetensi tinggi (Sugeng dan Imam, dalam Syifa Nurillah,2014). 
Kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi /kelembagaan, maupun 
sistem untuk melaksanakan  fungsi atau kewenangannya untuk mencapai 
tujuannya secara efektif dan efisien (GTZ & USAID/Clean Urban, dalam Fierda 
Pangestika, 2016). 
Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi kinerja OPD karena 
keberhasilan suatu OPD tergantung dari sumber daya manusia yang mereka 
miliki. Semakin baik SDM maka semakin baik kinerja OPD. Kemampuan 
pegawai sebagai sumber daya suatu organisasi sangat penting  keberadaannya 
untuk peningkatan produktifitas kerja organisasi. manusia merupakan unsur 
terpenting yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai 
tujuan dan mengembangkan misinya.  
Beberapa penelitian tentang Sumber Daya Manusia (SDM), Sony Hersona 
(2012) menunjukkan bahwa SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Sejalan dengan penelitian Riawan (2016) juga membuktikan 
Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 
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keuangan daerah. Begitu juga penelitian Mertyani Saridewi (2015) menyimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sumber daya 
manusia terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis 
kedua dalam penelitian ini adalah : 
Ho2: Tidak terdapat pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kinerja 
pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru  
Ha2: Terdapat pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pegawai 
di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru  
Uji t digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh secara parsial 
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 
tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α) sebesar 5% dan degree 
of freedom (df) = n-k. Kriteria Uji t adalah :  
1. Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima (variabel 
independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
2. Jika t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak (variabel 
independen X tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
 
c.  Pengujian Hipotesis Ketiga 
Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan 
yang lebih besar dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya (Cooke 
dalam Hendro Sumarjo,2010). Tuntutan publik mengenai pengungkapan wajib 
akan berdampak pula pada tuntutan kinerja yang dimiliki perusahaan tersebut.   
Kemakmuran (wealth) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari  
Pendapatan Asli Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (dalam Hendro 
Sumarjo,2010) menjelaskan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan 
akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya 
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investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong akan 
adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta 
investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD pemerintah daerah 
tersebut. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan peningkatan kualitas 
layanan publik (Adi dalam Hendro Sumarjo,2010). Kualitas layanan publik yang 
baik akan mencerminkan kinerja suatu pemerintah daerah. 
Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan 
pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni dalam Hendro Sumarjo, 2010). 
Peranan dari legislatif terdapat dalam pembuatan kebijakan publik, termasuk 
penganggaran daerah (Abdullah dan Asmara dalam Hendro Sumarjo, 2010). 
Lembaga legislatif harus memperhatikan mengenai seberapa besar pengeluaran 
pemerintah daerah yang akan dilakukan dan berapa pemasukan yang akan 
diterima. Pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan yang besar dengan 
pengeluaran yang kecil maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut 
memiliki kinerja yang baik (Hamzah, dalam Hendro Sumarjo, 2010). DPRD 
bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat 
mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. 
Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan 
terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan 
kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian, semakin besar jumlah anggota 
legislatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui 
adanya pengawasan. 
Sudarmadji dan Sularto (dalam Hendro Sumarjo,2010) mengungkapkan 
bahwa  leverage adalah ukuran yang digunakan dalam mengetahui besarnya 
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aktiva yang dibiayai dengan hutang. Lebih lanjut, hutang dalam hal ini berasal 
dari pihak kreditor dan bukan berasal dari investor atau pemegang saham. 
Leverage menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga 
dapat dilihat tingkat risiko tidak terbayarkannya suatu utang.  
Penelitian terdahulu mengenai Karakteristik Pemerintah telah dilakukan 
oleh Kusuma Wardani (2012), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa  Ukuran 
(size) berpengaruh  positif, Leverage tidak berpengaruh positif, Kemakmuran 
tidak berpengaruh positif, dan Ukuran legislative berpengaruh positif terhadap 
Kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis ketiga 
dalam penelitian ini adalah : 
Ho3: Tidak terdapat pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap 
kinerja pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru  
Ha3: Terdapat pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kinerja 
pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru 
Uji t digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh secara parsial 
variabel independen terhadap variable dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 
tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α) sebesar 5% dan degree 
of freedom (df) = n-k. Kriteria Uji t adalah :  
1. Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima (variabel 
independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
2. Jika t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak (variabel 
independen X tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
 
d.  Pengujian Hipotesis Keempat 
Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada 
organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk 
pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 
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tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk 
menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan 
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah, dan 
pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan 
kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola 
keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan 
publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi 
informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses 
kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan 
menyederhanakan akses antar unit kerja. 
Beberapa penelitian terdahulu tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
dilakukan oleh  Azwir Nasir dan Rianti (2014) membuktikan bahwa Pemanfaatan 
teknologi informasi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi 
pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Sinollah (2009) yang menunjukkan 
bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif  terhadap Kinerja Aparatur  
Pemerintah Daerah.   Dari uraian di atas, maka hipotesis keempat pada penelitian 
ini adalah: 
Ho4: Tidak terdapat pengaruh Teknologi Informasi terhadap kinerja 
pegawai di bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru  
Ha4: Terdapat pengaruh Teknologi Informasi terhadap kinerja pegawai di 
bagian keuangan OPD Kota Pekanbaru  
Uji t digunakan untuk mengetahui berapa besar pengaruh secara parsial 
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan 
tingkat keyakinan 95% dengan tingkat signifikansi alfa (α) sebesar 5% dan degree 
of freedom (df) = n-k. Kriteria Uji t adalah :  
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1. Jika t hitung > t table maka Ho ditolak dan Ha diterima (variabel 
independen X berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
2. Jika t hitung < t table maka Ho diterima dan Ha ditolak (variabel 
independen X tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y) 
 
3.10   Uji F 
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 
simultan berpangaruh signifkan terhadap variabel dependen. F hitung lebih besar 
dari F tabel = 2,46, atau derajat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05). 
Jika nilai probabilitas < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
Namun, jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 
(Ghozali, 2011) 
 
3.11 Koefisien Determinasi (Adjusted R2)  
Koefisien determinasi menyatakan persentase total variasi dari variabel 
dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Untuk 
model regresi dengan satu variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan 
oleh nilai R square (R2) dan untuk model regresi dengan menggunakan dua atau 
lebih variabel independen koefisien determinasi ditunjukkan oleh nilai adjusted R 
square (adj R2). Penelitian ini menggunakan nilai adj R2.  
Nilai adj R2 berkisar antara 0 sampai 1. Apabila adj R2 mendekati 1, ini 
menunjukkan bahwa variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi 
variabel independen. Sebaliknya jika nilai adj R2 mendekati 0, maka variasi dari 
variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen.   
